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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya syarat izin edar produk jamu bagi
pelaku usaha pangan olahan untuk dapat memasarkan produknya. akan tetapi
terdapat industri jamu bubuk yang belum terdaftar izin edar tetapi penjualan tetap
lancar dan semakin meningkat. dalam hal ini untuk mengetahui industri jamu bubuk
tradisional di Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek yang
ditinjau dari magashid syariah dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana legalitas
industri jamu bubuk tradisional di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan
Kabupaten Trenggalek? (2) Bagaimana tinjauan Magashid Syariah terhadap
legalitas industri jamu bubuk tradisional di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan
Kabupaten Trenggalek? (3) Bagaimana tinjauan undang-undang no. 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen terhadap legalitas industri jamu bubuk tradisional
di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Jenis penelitian yang digunakan berbasis penelitian lapangan atau field
research dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam mengumpulkan data,
terdapat tiga metode yaitu dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Teknis analisis dalam penelitian ini yaitu Kondensansasi data (data reduction),
Display data, Conclusion Drawing/Verfication.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Legalitas industri jamu bubuk
tradisional di Desa Kedunglurah belum memenuhi dan belum memiliki izin edar.
2) Ditinjau dari Magasyid Syariah terkait memelihara jiwa (Hifz al-Nafs) terhadap
legalitas jamu bubuk tradisional peran pemerintah dalam mengawasi dan
memastikan legalitas serta kualitas produk sangat penting agar tujuan hukum dari
magashid syariah dapat terpenuhi. 3) Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan
Konsumen terhadap jamu bubuk tradisional di Desa Kedunglurah, masih terdapat
beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran akan hak dan
kewajiban sebagai konsumen maupun produsen jamu tradisional.
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This research is motivated by the requirement of distribution permit for herbal
medicine products for processed food business actors to be able to market their
products. However, there is a herbal medicine powder industry that has not
registered a distribution permit but sales are still smooth and increasing. In this case,
to find out the traditional herbal medicine powder industry in Kedunglurah Village,
Pogalan District, Trenggalek Regency which is reviewed from the magashid sharia
and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The formulation of the problem in this research is (1) How is the legality of
the traditional herbal medicine powder industry in Kedunglurah Village, Pogalan
District, Trenggalek Regency? (2) How is the review of Magashid Sharia towards
the legality of the traditional herbal medicine powder industry in Kedunglurah
Village, Pogalan District, Trenggalek Regency? (3) How is the review of Law no.
8 of 1999 concerning consumer protection towards the legality of the traditional
herbal medicine powder industry in Kedunglurah Village, Pogalan District,
Trenggalek Regency.

The type of research used is based on field research with a qualitative
approach. Meanwhile, in collecting data, there are three methods, namely through
observation, interviews and documentation. The analysis techniques in this study
are Data Condensation (data reduction), Data Display, Conclusion
Drawing/Verification. The results of this study indicate that: 1) The legality of the
traditional herbal powder industry in Kedunglurah Village has not been met and
does not have a distribution permit. 2) Reviewed from Magasyid Syariah related to
maintaining the soul (Hifz al-Nafs) towards the legality of traditional herbal
powder, the role of the government in supervising and ensuring the legality and
quality of products is very important so that the legal objectives of magashid sharia
can be met. 3) Reviewed from the Consumer Protection Law against traditional
herbal powder in Kedunglurah Village, there are still several challenges such as a
lack of understanding and awareness of the rights and obligations as consumers and
producers of traditional herbal medicine.
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